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Abstrak:

The Indonesian Archipelagic Sea Lane II (ALKI II) represents a strategically
vital airspace for Indonesia, serving as a major international route
connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The evolving dynamics
of modern warfare in the Indo-Pacific region have directly affected air
security conditions within the ALKI II area, as reflected in frequent airspace
violations and the advancement of modern weapon systems that exploit
airspace dominance. The implementation of a layered air defence system is a
strategic measure to safeguard national airspace; however, challenges
remain, particularly in achieving strong interoperability among the three
branches of the Indonesian National Armed Forces (Army, Navy, and Air
Force) and in optimizing the involvement of relevant stakeholders.
Therefore, this study aims to formulate strategies for implementing a layered
air defence system to secure strategic airspace in ALKI II. The research
employs a qualitative method with an integrative and contextual analytical
approach to identify, process, and analyze emerging phenomena in order to
understand their meaning, significance, and relevance. The study finds that
gaps still exist between the doctrinal concept of layered air defence and field
realities, such as limited system integration and the suboptimal use of radar
and early warning technologies in air defence operations within ALKI II. The
study concludes that the success of layered air defence implementation in
ALKI II depends on the strength of interoperability among the armed forces,
effective cross-sectoral coordination, and a sustained commitment to
defence modernization.
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Pendahuluan
Transformasi peperangan modern ditandai oleh pemanfaatan inovasi teknologi
mutakhir untuk meningkatkan efektivitas operasi militer dalam menghadapi spektrum

Received: November 15, 2025 — Revised: November 21, 2025 - Accepted: Desember 17, 2025 - Published online:
January 30, 2026

Page 482


mailto:hery_stiawan@gmail.com

ancaman yang semakin kompleks dan berdampak luas secara global. Salah satu aspek
fundamental dalam perubahan tersebut adalah kemajuan teknologi persenjataan atau
alat utama sistem senjata (alutsista) yang berkembang seiring dengan konsep Revolution
in Military Affairs (RMA). Menurut Krepinevich (2007), RMA muncul dari integrasi
teknologi canggih dalam sistem senjata militer yang dipadukan dengan konsep
operasional yang inovatif serta adaptasi organisasi, sehingga menghasilkan perubahan
mendasar terhadap karakter dan pola konflik bersenjata. Perubahan ini berdampak
signifikan pada peningkatan efektivitas penggunaan kekuatan militer dalam
pertempuran.

Pada abad ke-21, tren perkembangan alutsista modern menunjukkan pergeseran
strategis dengan semakin intensifnya eksploitasi ruang udara sebagai domain utama
dalam operasi militer. Hal ini tercermin dari berkembangnya penggunaan Unmanned
Aerial Vehicles (UAV) atau drone, misil balistik, serta penguatan kapabilitas senjata
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E). Perkembangan
tersebut menegaskan bahwa dominasi teknologi dan penguasaan domain udara menjadi
elemen krusial dalam transformasi alutsista modern dan strategi pertahanan
kontemporer. Penggunaan kekuatan udara dalam kampanye militer modern telah lama
dipahami sebagai faktor krusial dalam menentukan kemenangan perang. Superioritas
udara memungkinkan suatu negara menembus batas geografis, menyerang pusat
kekuatan lawan secara langsung, serta menargetkan sasaran strategis yang berdampak
pada melemahnya kemampuan dan moral musuh. Fleksibilitas dan kecepatan kekuatan
udara menjadikannya instrumen utama dalam memengaruhi hasil konflik, baik pada
tingkat strategis maupun taktis. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para tokoh
teori kekuatan udara seperti Giulio Douhet, William Mitchell, dan Hugh Trenchard, yang
menegaskan bahwa air power merupakan sarana peperangan yang unik dan efektif
untuk mencapai tujuan nasional (Lofgren, 2002). Oleh karena itu, penguasaan dan
perlindungan wilayah udara nasional menjadi kepentingan strategis utama dalam
menjaga kedaulatan negara.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(IKN) membawa konsekuensi strategis terhadap sistem pertahanan nasional, khususnya
dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Sebagai center of gravity
baru negara, wilayah IKN memiliki nilai strategis tinggi dan berdekatan dengan Alur
Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), jalur pelayaran internasional yang
menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberadaan ALKI II membuka
potensi ancaman udara dan maritim akibat tingginya lalu lintas kapal serta pesawat
asing, sehingga menuntut penguatan sistem pertahanan terpadu untuk melindungi
wilayah strategis nasional dari berbagai bentuk pelanggaran dan provokasi.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pertahanan udara nasional di wilayah
ALKI II dilaksanakan melalui konsep pertahanan udara berlapis (layered air defense).
Sistem ini mengintegrasikan kekuatan tri matra TNI, yaitu TNI Angkatan Udara melalui
radar dan pesawat tempur, TNI Angkatan Darat melalui Artileri Pertahanan Udara
(Arhanud), serta TNI Angkatan Laut melalui kapal perang yang memiliki kemampuan
pertahanan wudara. Pertahanan udara berlapis dirancang untuk mendeteksi,
mengidentifikasi, dan menindak ancaman udara secara bertingkat, mulai dari deteksi
dini hingga penindakan pada jarak jauh, menengah, dan dekat, dengan dukungan sistem
komando dan kendali terintegrasi serta radar Ground Controlled Intercept (GCI).

Implementasi sistem pertahanan udara berlapis yang didukung interoperabilitas
dan konektivitas informasi antarmatara menjadi elemen kunci dalam menjamin
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superioritas udara nasional. Konsep ini memungkinkan terbentuknya sistem pertahanan
terpadu yang efektif dalam menghadapi potensi ancaman udara, seperti pesawat tempur,
rudal, dan wahana udara nirawak (drone), di wilayah strategis ALKI II. Dengan
demikian, pertahanan udara berlapis berperan penting dalam menjaga kedaulatan
wilayah udara Indonesia serta melindungi kepentingan strategis nasional di kawasan
jalur pelayaran internasional tersebut.
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NO. WAKTU PELANGGARAN
1. | 3 Okt 2021 Pelanggaran penerbangan Air Nugini (PNG) melintasi
ALKI Il Tidak ada Perijinan dengan Call Sign ANG6393
2. | 1 Des 2021 Pelanggaran perlintasan Lasa Tidak Dikenal (Lasa X)
3. | 11 Sep 2022 Pelanggaran perlintasan oleh Hawaiian Airlines Tipe
A332 melintas Tidak ada Perijinan/ Lasa T Call Sign
HAL9402

4. | 27 Okt 2022 Perlintasan USAF (Militer) B-1 Lancer Tidak ada
Perijinan/ Lasa T (Penerbangan melalui ALKI Il
kemudian keluar menuju Laut Jawa menuju ALKI |
namun tidak memiliki perijinan) dengan Call Sign
WAGON 11

5. | 17 Agu 2023 Tidak ada dokumen FC Tidak terdapat informasi
rencana penerbangan pada AFTN dan FCIS, Call Sign

301

6. | 30 Apr 2024 Terjadi pelanggaran penerbangan oleh pesawat militer
Australia Tipe F900 dengan Call Sign ASY 1187

7. | 17 Jun 2024 Terjadi pelanggaran penerbangan oleh pesawat militer
Amerika Tipe C30J dengan Call Sign RAIDR53

8. | 16 Jun 2024 Terjadi pelanggaran penerbangan pesawat militer milik

Amerika Tipe B762 dengan Call Sign RCHO072,
FEUD11, dan PETRO71
9. | 04 Juli 2024 Terjadi pelanggaran penerbangan pesawat militer milik
Amerika Tipe B762 dengan Call Sign RCHO084,
RCHO085, dan EMCEE21

Sumber: Pusat data Kosek II, 2025.
Gambar 1. Data Pelanggaran Wilayah Udara ALKI II 2021-2024

Berdasarkan data pelanggaran penerbangan yang tercatat, selama periode 2021—
2024 terdeteksi sedikitnya sembilan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat sipil
maupun militer di wilayah kerja Kosek II, dengan kemungkinan adanya pelanggaran lain
yang tidak terdeteksi. Kondisi ini berpotensi mengganggu kedaulatan negara, khususnya
wilayah udara nasional, sehingga menegaskan urgensi penguatan dan pengembangan
sistem pertahanan udara yang andal untuk mencegah pelanggaran serupa di masa
mendatang.

Selain ancaman militer, kawasan ALKI II juga menghadapi ancaman non-militer
yang signifikan akibat posisinya yang strategis dan berdekatan dengan sejumlah hot spot
keamanan di Selat Makassar. Ancaman tersebut meliputi terorisme dan perompakan,
khususnya yang terkait dengan aktivitas kelompok Abu Sayyaf, konflik perbatasan
Indonesia—Malaysia di Blok Ambalat, serta kejahatan lintas negara seperti
penyelundupan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berbagai bentuk
ancaman ini menunjukkan bahwa keamanan di ALKI II bersifat multidimensional dan
memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, konsep pertahanan udara
berlapis (layered air defense) menjadi bentuk adaptasi strategis terhadap karakter
peperangan modern yang bersifat multidimensional. Perang modern tidak lagi terbatas
pada konflik konvensional antarnegara, tetapi melibatkan teknologi canggih, perang
siber, wahana udara nirawak, serta aktor non-negara (Alam, 2025). Perubahan ini
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menandai pergeseran dari perang simetris menuju asimetris, yang menuntut sistem
pertahanan udara yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai spektrum
ancaman.

Kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan adalah terselenggaranya sistem
pertahanan udara berlapis di wilayah ALKI II yang terintegrasi secara efektif, memiliki
kemampuan deteksi, identifikasi, dan penanggulangan ancaman secara cepat dan
akurat, serta didukung oleh teknologi mutakhir dan sumber daya manusia yang terlatih.
Sistem komando dan kendali yang terpusat dan responsif diperlukan untuk menjamin
koordinasi optimal antar lapisan pertahanan, sehingga mampu menciptakan
pengendalian udara (command of the air) dan memberikan efek tangkal (deterrence
effect) yang tinggi terhadap potensi ancaman di kawasan Indo-Pasifik.

Namun demikian, kondisi aktual (das sein) menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pertahanan udara berlapis di ALKI II masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Integrasi antarlapisan pertahanan belum optimal, kapabilitas alutsista masih terbatas,
kesiapan sumber daya manusia dan sistem komando perlu ditingkatkan, serta waktu
tanggap terhadap ancaman belum sepenuhnya ideal. Kelemahan ini tercermin dari
masih terjadinya pelanggaran wilayah udara nasional, keterbatasan jumlah pesawat
tempur dan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah hingga jauh, serta belum
optimalnya dukungan infrastruktur pangkalan di sekitar ALKI II. Situasi ini semakin
krusial mengingat kawasan tersebut berada dalam dinamika rivalitas kekuatan besar di
Indo-Pasifik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan
penelitian terkait implementasi sistem pertahanan udara berlapis di wilayah ALKI II.
Keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik membahas efektivitas pertahanan
udara berlapis dalam menghadapi ancaman peperangan modern, termasuk serangan
siber dan drone swarm, menjadi celah utama dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian
ini memfokuskan kajian pada tiga permasalahan utama, yaitu keterbatasan kemampuan
deteksi dan pencegahan ancaman udara, belum optimalnya implementasi sistem
pengamanan wilayah udara, serta perlunya perumusan strategi implementasi
pertahanan udara berlapis yang efektif dan berkelanjutan guna menjamin kedaulatan
wilayah udara nasional di sepanjang rute ALKI II.
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Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Desain penelitian
ini mendukung pelaksanaan penelitian kasuistik yakni usaha untuk meneliti sebab-
sebab yang terjadi pada satu objek tertentu dalam hal menentukan implementasi
pertahanan udara berlapis (layered air defence) untuk mengamankan ruang udara
strategis di ALKI II dalam menghadapi ancaman perang modern. Melalui pendekatan
ini, peneliti berupaya memberikan gambaran mengenai kondisi, sifat, atau karakteristik
dari suatu fenomena atau objek penelitian, atau hanya menggambarkan fenomena,
gejala, atau keadaan apa adanya. Objek penelitiain ini adalah sistem pertahanan udara
berlapis (layered air defence) dalam mengamankan ruang udara strategis di atas ALKI
IT guna menghadapi ancaman perang modern.

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian menggunakan
wawancara, observasi dan studi dokumen. Model analisis yang digunakan peneliti
adalah model interaiktif Miles, Huberman dain Saldana (2014). Kegiatan analisis terdiri
dari tigaiailur secara bersamaan yakni: Kondensaisi daitai (data condensation),
Penyajian data (data display) dain Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing).
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Setelah diperoleh data yaing akurat, maka selanjutnya dinailisis sesuai dengan teori yang
ada. Teknik analisis data yang dilaksanakan pada penelitian Tesis ini menggunakan
metode analisis data interaktif, yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana

(2014).
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Hasil dan Pembahasan
Ancaman Kedaulatan Udara Nasional di ALKI II dalam Perspektif
Peperangan Modern

Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina
Selatan, yang melibatkan kekuatan-kekuatan negara besar, berdampak signifikan
terhadap dinamika keamanan regional Asia Tenggara. Kondisi ini mendorong negara-
negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan kebijakan balance of power
melalui peningkatan anggaran pertahanan dan penguatan sistem pertahanan nasional.
Namun, langkah tersebut berpotensi memicu perlombaan persenjataan (arms race) yang
dapat meningkatkan ketegangan kawasan.

Bagi Indonesia, eskalasi keamanan regional tersebut diperparah oleh isu-isu
strategis lain, seperti meningkatnya tensi sengketa batas laut dengan Malaysia di Blok
Ambalat, persoalan koridor penerbangan, serta Outstanding Boundary Problems (OBP)
yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Ancaman terhadap wilayah udara
Indonesia, khususnya di jalur strategis ALKI II, dapat berupa pelanggaran wilayah
udara, aktivitas spionase, hingga potensi serangan udara. Meskipun Indonesia dan
Singapura telah menyepakati pengelolaan Flight Information Region (FIR) melalui
mekanisme kerja sama, termasuk penempatan tim MCC RI di Bandara Changi,
koordinasi antara Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) dan Civil Aviation
Authority of Singapore (CAAS) tetap perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya
pelanggaran wilayah udara nasional.

Data pelanggaran udara yang terjadi di wilayah ALKI II menunjukkan bahwa
kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Pelanggaran penerbangan,
baik oleh pesawat sipil maupun militer asing yang melintasi wilayah yurisdiksi nasional
tanpa izin, berpotensi menjadi ancaman serius apabila dilakukan dengan tujuan
tertentu. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan
pengamanan wilayah udara nasional melalui penerapan sistem pertahanan udara
berlapis yang terintegrasi.

Mengacu pada teori ancaman yang dikemukakan oleh John M. Collins, ancaman
terhadap kedaulatan udara di ALKI II dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu
kemampuan (capabilities), niat (intention), dan kerentanan (vulnerabilities).

1. Kemampuan (Capabilities)

Dari aspek kemampuan, wilayah ALKI II berada dalam jangkauan langsung
proyeksi kekuatan militer negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan China,
yang tengah bersaing di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat memiliki pangkalan
militer di sekitar ALKI II, seperti di Filipina dan Australia, yang dilengkapi pesawat
pembom strategis, jet tempur generasi kelima, serta sistem rudal jarak jauh. Sementara
itu, China memiliki kapabilitas rudal balistik yang mampu menjangkau sebagian besar
wilayah Asia Tenggara.

Data Kosek IT Makassar periode 2021—2024 menunjukkan bahwa radar Indonesia
telah mendeteksi sejumlah pelanggaran perlintasan udara di ALKI II, dengan
kemungkinan masih adanya pelanggaran lain yang tidak terdeteksi. Selain itu,
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penggunaan UAV dan drone otonom oleh negara-negara besar untuk misi intelijen dan
pengintaian mencerminkan superioritas teknologi yang dapat mengancam kedaulatan
wilayah udara Indonesia.

Di luar aktor negara, karakter peperangan modern yang bersifat asimetris juga
membuka ruang ancaman dari aktor non-negara. Aktivitas kelompok teroris Abu Sayyaf
di Filipina Selatan, serta jaringan kejahatan lintas negara (transnational crime),
menunjukkan potensi ancaman berupa terorisme, pembajakan maritim, dan
penyelundupan lintas batas yang dapat memanfaatkan kelemahan pengawasan udara
dan maritim di ALKI II.

2. Niat (Intention)

Dari sisi niat, meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan intensitas aktivitas
militer di sekitar Laut Cina Selatan menunjukkan tingkat ancaman yang relatif tinggi.
Potensi provokasi udara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang
masih bersengketa dapat menjalar ke wilayah udara nasional. Kehadiran aliansi AUKUS
di sekitar ALKI II juga memicu respons kewaspadaan dari China, sehingga
meningkatkan tensi militer kawasan.
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Pelanggaran udara yang teridentifikasi tidak selalu bersifat insidental. Beberapa
kasus pelanggaran penerbangan oleh pesawat militer asing menunjukkan pola
sistematis, yang mengindikasikan aktivitas pengumpulan intelijen, pengujian respons
sistem pertahanan udara, hingga bentuk intimidasi strategis. Pada aspek non-militer,
intensitas ancaman juga tergolong tinggi, khususnya dari kelompok teroris Abu Sayyaf
yang pernah melakukan pembajakan dan penyanderaan, konflik yang belum
terselesaikan di Blok Ambalat, serta aktivitas jaringan narkoba dan perdagangan orang
yang terus mengeksploitasi celah pengawasan keamanan.

3. Kerentanan (Vulnerabilities)

Aspek kerentanan terlihat dari keterbatasan sistem deteksi dan pertahanan udara
Indonesia di wilayah ALKI II. Distribusi kekuatan TNI yang masih terpusat di Pulau
Jawa menyebabkan respons militer di kawasan Selat Makassar dan sekitarnya belum
optimal. Meskipun integrasi radar sipil dan militer telah berjalan, keterbatasan radar
sipil dalam mendeteksi pesawat yang mematikan transponder atau IFF menimbulkan
blind spot yang menyulitkan identifikasi dini ancaman udara. Selain itu, belum
terbangunnya sistem pertahanan udara berlapis yang terintegrasi sepenuhnya semakin
memperbesar potensi kerentanan terhadap agresi udara mendadak.

Pada aspek non-militer, kerentanan juga terlihat dari tingginya potensi
penyelundupan di perairan Selat Makassar yang dekat dengan Filipina Selatan, jalur
ilegal yang sulit dipantau, serta belum optimalnya patroli terpadu antara TNI AL,
Bakamla, dan Polairud. Keterbatasan infrastruktur radar sipil, personel pengawasan,
serta koordinasi antar-instansi yang belum sepenuhnya sinergis turut memperbesar
celah keamanan di wilayah strategis ALKI II.

Sistem Pengamanan Pertahanan Udara Berlapis Wilayah Udara ALKI II
1. Konsep Pengamanan Udara Berlapis di ALKI II

Pengamanan wilayah udara di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II saat ini
diselenggarakan melalui pengintegrasian air policing, patroli udara, dan sistem
pertahanan udara berlapis (layered air defence). Pendekatan ini dirancang untuk
menghadapi kompleksitas ancaman udara modern yang bersifat cepat, presisi, dan
multi-domain.
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Narasumber A6 menjelaskan bahwa penggabungan air policing dan patroli udara
dengan sistem pertahanan udara berlapis memberikan keunggulan strategis dalam
menjaga kedaulatan udara Indonesia. Air policing berfungsi sebagai lapisan awal dalam
mendeteksi ancaman, patroli udara berperan dalam intersepsi dan identifikasi lanjutan,
sementara sistem pertahanan udara berlapis memperkuat kemampuan melalui
intersepsi jarak menengah dan jauh. Integrasi ketiga unsur tersebut memungkinkan
setiap ancaman ditangani secara efektif dan efisien (Dodik Supriyanto, komunikasi
pribadi, 2025).

Dengan demikian, pengamanan wilayah udara ALKI II dilaksanakan secara
berlapis, terpadu, dan berkelanjutan guna melindungi ruang udara strategis nasional.
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2. Prinsip Arsitektur Sistem Pertahanan Udara Berlapis
Sistem pertahanan udara modern yang terpadu menuntut koordinasi berbagai
sistem dan organisasi yang mampu beroperasi secara independen maupun kolektif. Oleh
karena itu, penerapan prinsip rekayasa sistem menjadi krusial. Lima prinsip utama
arsitektur sistem pertahanan udara berlapis di ALKI II meliputi:
a. Pembagian Tanggung Jawab Antar Matra TNI
Kebijakan pembagian tanggung jawab antar matra TNI harus dirumuskan
secara jelas, dimulai dari identifikasi kewenangan masing-masing matra hingga
penetapan tanggung jawab kolektif TNI dalam sistem pertahanan udara ALKI II.
b. Integrasi Sub-Sistem yang Fleksibel
Sistem pertahanan udara berlapis terdiri dari berbagai sub-sistem yang
terintegrasi, namun tetap dapat dioperasikan secara mandiri dalam kondisi
tertentu. Desain kolaborasi antar sub-sistem harus memperhatikan fungsi dan
karakteristik operasi masing-masing unsur.
c. Insentif dan Mekanisme Kolaborasi
Kerja sama antar unsur pertahanan udara perlu didukung oleh mekanisme
insentif dan pembagian tugas yang jelas, terutama ketika unsur-unsur tersebut
berada di bawah kewenangan komando yang berbeda.
d. Air Superiority
Air superiority merupakan kondisi ketika sistem pertahanan udara mampu
menguasai ruang udara ALKI II pada waktu tertentu sehingga operasi pihak
sendiri dapat berlangsung efektif, sekaligus membatasi kemampuan intervensi
lawan.
e. Air Supremacy
Air supremacy merupakan tingkat penguasaan udara tertinggi, di mana
sistem pertahanan udara sepenuhnya mengendalikan ruang udara ALKI II dan
meniadakan kemampuan perlawanan lawan.
3. Pertahanan Udara Berlapis dalam Konteks Peperangan Modern
Kekuatan udara (air power) merupakan prasyarat strategis dalam pertempuran
modern. Douhet (2019) menegaskan bahwa penguasaan udara memungkinkan pihak
yang unggul untuk melumpuhkan kemampuan tempur lawan di darat dan laut. Dalam
perkembangan terbaru, Kreuzer (2024) memperluas konsep penguasaan udara ke
wilayah transisi antara darat dan udara (air littoral), yang kini menjadi arena kontestasi
utama. Dalam konteks tersebut, penguasaan udara tidak hanya bermakna dominasi fisik,
tetapi juga kemampuan mengendalikan, melindungi, dan mengeksploitasi domain udara
secara terpadu lintas matra dan domain, termasuk menghadapi ancaman rudal jarak

Received: November 15, 2025 — Revised: November 21, 2025 - Accepted: Desember 17, 2025 - Published online:
January 30, 2026

Page 488



jauh, drone swarm, dan serangan siber. Oleh karena itu, implementasi sistem
pertahanan udara berlapis menjadi elemen fundamental dalam menjaga kebebasan
manuver dan efektivitas operasi gabungan.
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4. Implementasi Operasional Pertahanan Udara Berlapis
Pengembangan sistem pertahanan udara berlapis dilaksanakan melalui integrasi
unsur pertahanan udara aktif, pasif, dan ofensif, yang meliputi:
a. Pertahanan Udara Aktif (Active Defence Counter Air)
Dilaksanakan melalui deteksi dini ancaman dan respons cepat menggunakan
pesawat tempur pencegat serta sistem rudal permukaan ke udara.
b. Pertahanan Udara Pasif (Passive Defence Counter Air)
Bertujuan meminimalkan dampak serangan musuh melalui perlindungan
obyek vital, penggunaan redundansi, kamuflase, dan dukungan pertahanan sipil.
c. Serangan Udara Ofensif (Offensive Counter Air)
Dilaksanakan secara preemptif untuk melumpuhkan kemampuan udara
lawan di pangkalan, fasilitas logistik, dan industri pendukung.

Keseluruhan unsur tersebut harus berada dalam satu sistem komando dan kendali
terpadu agar mampu menghasilkan efek pertahanan udara yang optimal.
5. Peran TNI dalam Sistem Pertahanan Udara Terpadu
TNI sebagai pelaksana operasional Sistem Pertahanan Udara Nasional
(Sishannud) terintegrasi bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan
operasi pertahanan wudara, pengoperasian Alutsista pertahanan udara, serta
penyelenggaraan latihan gabungan lintas matra. Koordinasi dengan instansi sipil dan
militer lainnya dilakukan untuk menjamin respons yang cepat dan efektif terhadap
ancaman udara, khususnya di wilayah strategis ALKI II.
6. Strategi Implementasi Pertahanan Udara Berlapis di ALKI II
Strategi implementasi pertahanan udara berlapis mengacu pada teori strategi
Arthur F. Lykke Jr. (1993) yang mencakup ends, ways, dan means, dengan rumusan
sebagai berikut:
a. Penguatan Alutsista Pertahanan Udara
Melalui modernisasi sistem pertahanan udara jarak menengah dan jauh,
pengembangan UAV untuk misi ISR dan tempur, serta peningkatan kemampuan
pertahanan udara berlapis.
b. Peningkatan Integrasi dan Interoperabilitas Lintas Matra
Melalui pembentukan SOP terpadu, pusat komando operasi gabungan,
latihan bersama, serta penguatan Network Centric Warfare (NCW).
c. Pengurangan Blind Spot Radar
Melalui integrasi data radar lintas matra, penempatan radar strategis, serta
pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri.
d. Pemanfaatan IKN sebagai Simpul Pertahanan Udara
Melalui pembentukan Joint Air Defence Node, sistem komando dan kendali
gabungan (C6ISR), serta reorientasi doktrin pertahanan udara nasional menuju
komando terpusat Mabes TNI.

Kesimpulan
Penelitian ini menegaskan bahwa wilayah udara Alur Laut Kepulauan Indonesia IT
(ALKI II) memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai jalur
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internasional penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus menjadi
ruang kontestasi dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik. Perkembangan peperangan
modern yang ditandai dengan meningkatnya pelanggaran wilayah udara serta kemajuan
sistem senjata berbasis penguasaan udara menuntut Indonesia untuk menerapkan
sistem pertahanan udara berlapis (layered air defence) yang efektif dan terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pertahanan udara
berlapis di ALKI II belum sepenuhnya optimal. Terdapat kesenjangan antara konsep
doktrinal pertahanan udara berlapis dengan realitas operasional di lapangan, terutama
terkait keterbatasan integrasi sistem, belum optimalnya pemanfaatan radar dan
teknologi peringatan dini, serta masih lemahnya interoperabilitas antar matra TNI.
Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pengamanan ruang udara strategis ALKI
II.
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi pertahanan udara
berlapis di ALKI II sangat bergantung pada penguatan interoperabilitas lintas matra
TNI, peningkatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan
terkait, serta komitmen berkelanjutan terhadap modernisasi Alutsista dan sistem
pendukung pertahanan udara. Tanpa upaya terpadu pada aspek-aspek tersebut, sistem
pertahanan udara berlapis belum dapat memberikan efek perlindungan dan daya
tangkal yang optimal terhadap ancaman udara modern.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang
dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, diperlukan penguatan interoperabilitas antar matra TNI melalui
pengembangan doktrin bersama, standar operasional prosedur terpadu, serta
peningkatan intensitas latihan gabungan yang berfokus pada skenario ancaman udara
modern di wilayah ALKI II.

Kedua, optimalisasi sistem sensor, radar, dan peringatan dini perlu menjadi
prioritas utama, khususnya melalui integrasi data lintas matra dalam satu sistem
komando dan kendali terpadu guna meningkatkan kesadaran situasional (situational
awareness) dan memperkecil blind spot wilayah udara.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan
instansi sipil terkait, industri pertahanan dalam negeri, serta lembaga riset dan
akademisi untuk mendukung pengembangan teknologi pertahanan udara dan
keberlanjutan modernisasi sistem pertahanan udara nasional.

Keempat, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji aspek implementasi
teknis, pembiayaan, serta efektivitas kebijakan pertahanan udara berlapis di wilayah
ALKI lainnya, sehingga dapat memperkaya perumusan strategi pertahanan udara
nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.
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